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BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

PENDAPAT HUKUM

Perbuatan mengungkapkan Data Pribadi milik orang lain yang dilakukan
Pemohon Legal Memorandum dapat dikategorikan sebagai doxing;

Tindakan yang dilakukan Pemohon Legal Memorandum dapat
dikategorikan sebagai doxing karena telah mendapatkan dan menyiarkan
informasi yang bersifat pribadi tentang seseorang tanpa ada hak secara hukum.
Perbuatan yang dilakukan Pemohon Legal Memorandum termasuk dalam
doxing deanonymizing yaitu dengan mengungkap identitas seseorang yang dari
awal tidak menggunakan identitas aslinya.

Sayembara yang diadakan oleh Pemohon Legal Memorandum
menyebabkan data pribadi dari pemilik dibalik akun @abcdehehe terungkap
dan informasi lengkap mengenai data pribadi dari pemilik di balik akun
Instagram  @abcdehehe yang dikirim oleh surel dengan username
lutfida@gemoy.com dapat diketahui yaitu pria dengan nama lengkap Yuda
Wijaya, kelahiran Klaten, 5 April 1990, beragama Islam dan bertempat tinggal
diperumahan Klaten Asri, Klaten, Jawa Tengah.

Perbuatan mengungkap Data Pribadi milik orang lain yang dilakukan oleh

Pemohon Legal Memorandum merupakan perbuatan melawan hukum ;

42


mailto:lutfida@gemoy.com

43

Perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Legal Memorandum dengan
mengadakan sayembara di Instagram pribadinya, memicu orang untuk mencari
dan mengungkap data pribadi dibalik akun @abcdehehe. Pengungkapan data
pribadi oleh Pemohon Legal Memorandum dilakukan tanpa persetujuan dari
pemilik data pribadi.

Tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Legal Memorandum
menganjurkan orang lain yang telah menemukan data pribadi dibalik akun
@abcdehehe untuk mengirimkan ke email Pemohon Legal Memorandum
merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang melindungi privasi dan data
pribadi. Pemohon Legal Memorandum tidak memiliki kewenangan untuk
memerintahkan orang-orang mencari data pribadi dibalik akun @abcdehehe.

3. Langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Pemohon Legal
Memorandum agar terbebas dari status tersangkanya;

Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk penyelesaian kasus Pemohon
Legal Memorandum adalah dengan mengajukan pembelaan diri karena
Pemohon Legal Memorandum pada kenyataannya merupakan korban tindakan
pencemaran nama baik karena pemilik dibalik akun @abcdehehe telah
memberikan komentar atau pernyataan yang menyerang kehormatan dan
merendahkan secara seksual.

Langkah kedua yang dapat dilakukan yaitu mengajukan penyelesaian kasus
melalui Keadilan Restoratif dengan melakukan mediasi yaitu mengadakan
pertemuan antara Pemohon Legal Memorandum dan pemilik dibalik akun
@abcdehehe dan menyusun kesepakatan yang berisi memberikan ganti rugi
immateriil kepada pemilik dibalik akun @abcdehehe dan membuat

permohonan maaf secara resmi kepada pemilik
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dibalik akun @abcdehehe secara tertulis, lisan, maupun di media sosial untuk
menyatakan penyesalan atas tindakannya dan untuk memulihkan nama baik
serta memperbaiki reputasi pemilik dibalik akun @abcdehehe agar para

pengikut mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan kurang bijaksana.

REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis yaitu:

1.

Pemohon Legal Memorandum menyusun pembelaan yang menunjukkan bahwa
tindakannya tidak bertujuan untuk berniat jahat, hanya bertujuan untuk
mengetahui pemilik data pribadi dibalik akun @abcdehehe dan pada
kenyataanya Pemohon Legal Memorandum juga menjadi korban tindakan
pencemaran nama baik.

Melakukan mediasi : Pemohon Legal Memorandum mengadakan pertemuan
mediasi dengan pemilik dibalik akun @abcdehehe dan didampingi oleh
mediator.

Membuat Surat Kesepakatan Perdamaian dan menandatangani surat
kesepakatan perdamaian antara Pemohon Legal Memorandum dengan pemilik
dibalik akun @abcdehehe.

Menghapus postingan tentang sayembara yang telah diadakan di Instagram dan
meminta maaf secara terbuka dengan melakukan klarifikasi di story Instagram
bahwa tindakan yang dilakukan Pemohon Legal Memorandum kurang bijak
karena merugikan orang lain. Klarifikasi dilakukan untuk memperbaiki reputasi

pemilik dibalik akun @abcdehehe.
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